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ABSTRAK 

 

Nama : Alfa Fadlillah Bil Haromain NIM : 131100268, Judul Skripsi : 

Problematika Keluarga Poligami (Studi Kasus di Desa Kubang Jaya Kecamatan 

Petir Kabupaten Serang) 

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau 

mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yg bersamaan. Poligami seringkali 

menimbulkan problem dalam hubungan rumah tangga baik pada istri-istri terutama 

pada anak-anak. Pemerintah berupaya menekan dampak dari poligami pada anak 

dengan mengeluarkan undang-undang no 35 Tahun 2014. Desa Kubang Jaya 

merupakan sebuah daerah di Kabupaten Serang yang juga memiliki warga dengan 

status berpoligami, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti problematika kelurga 

poligami di Desa Kubang Jaya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah 1). Bagaimana problematika dalam keluarga poligami di Desa Kubang Jaya 

Kecamatan Petir? 2). Bagaimana perlindungan anak akibat poligami di Desa Kubang 

Jaya Kecamatan Petir?. 

Adapun tujuan penelitiannya adalah 1). Untuk mengetahui Problematika dalam 

keluarga poligami di Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir, 2). Untuk mengetahui 

tentang perlindungan anak dari akibat poligami  di Desa Kubang Jaya Kecamatan 

Petir. 

Metode Penilitian yang diambil dalam peulisan skripsi ini adalah dengan 

menggunakan penelitian Yuridis Sosioloogis yang mengkaji ketentuan hukum yang 

berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat 

Dari uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa problematika dalam 

keluarga poligami di desa Kubang Jaya Kecamatan Petir menyebabkan dampak 

psikologis yang negatif  terhadap istri berupa ketidak percayaan terhadap suami, 

perlakuan suami yang tidak adil antara istri tua dan istri muda dalam pemberian 

nafkah lahir dan bathin, dampak lainnya adalah dalam bidang ekonomi, pemberian 

nafkah yang tidak sesuai karena kemampuan ekonomi suami kurang mampu. Masalah 

anak akibat poligami di desa kubang jaya kecamatan petir, Bapak atau Ayah yang 

menelantarkan anaknya maka telah melanggar UU No 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak karena orang tua tidak memberikan nafkah dan bimbingan kepada 

anaknya sehingga anak menjadi tidak terurus dan terancam masa depannya. Anak 

yang menjadi korban poligami belum mendapat haknya yang sesuai dengan  UU No 

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena banyak Ayah yang tidak 

bertanggung jawab kepada Anaknya sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak. 
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Assalamu’alaikumWr. Wb. 

 

 Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan 

perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi yang dibuat oleh 

saudara : 

 

NAMA   : ALFA FADLILLAH BIL HAROMAIN 

NIM   : 131100268 

Judul Skripsi  : Implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dalam 

Problematika Keluarga Poligami 

 Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada 

Jurursan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan 

Maulana Hasanuddin  Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan agar 

segera di munaqasyahkan. 

 Demikian pengajuan ini, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih. 

 

Wassalamu’alaikumWr. Wb. 
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MOTTO 

ْۡفِِۡۡوَإِنۡ  سِطُوا ۡتُق  لَّا
َ
ۡأ تُم  تَََٰمََٰۡٱخِف  ْۡٱفَۡۡلۡ  ِنَۡۡنكِحُوا ۡلن سَِاءِٓۡٱمَاۡطَابَۡلكَُمۡم 

َٰلكَِۡ ۡذَ ۡۚ ي مََٰنُكُم 
َ
ۡأ ۡمَاۡمَلكََت  و 

َ
ۡأ َٰحِدَةً دِلوُاْۡفَوَ ۡتَع  لَّا

َ
ۡأ تُم  ۡخِف  َٰعََۖۡفإَنِ  َٰثَۡوَرُبَ ۡوَثلَُ مَث نَََٰ

ۡتَعُولوُاْۡ لَّا
َ
نََٰٓۡأ د 

َ
 ٣ۡأ

ۡ
 “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut 

tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak 

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya” (QS. An-Nisa : 3) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi 

yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan 

suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang 

biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan 

upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk 

membentuk keluarga. 

Pada hakekatnya perkawinan dapat menimbulkan suatu hubungan hukum 

antara suami dan isteri, kemudian dalam perkawinan dilahirkan anak, maka 

terciptalah hubungan hukum antara orang tua dan anaknya. Demikian pula hubungan 

hukum antara keluarga masing-masing suami dan isteri. Terciptanya hubungan 

hukum membawa serta merta timbulnya tanggung jawab antara satu terhadap yang 

lainnya. 

Perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih 

dari itu. Lebih jauh lagi perkawinan dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang di 

dalamnya di atur mengenai hak dan kewajiban, kebersamaan emosional, juga aktifitas 

seksual dan ekonomi dengan tujuan membentuk keluarga yang berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_kekerabatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pranata
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
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Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3019 yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, yaitu, 

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa1”. 

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan diharapkan perkawinan hanya 

berlangsung sekali seumur hidup. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-

undang Perkawinan yaitu : “Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang 

isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”. 

Kenyataannya banyak Suami yang melakukan Poligami dengan berbagai alasan 

yang kemudian menimbulkan permasalahan rumah tangga.  Poligami merupakan 

pernikahan kepada lebih dari satu istri sekaligus. Dalam bahasa arab poligami lebih 

dikenal dengan ta’addud. Poligami dapat memberikan dampak terhadap 

perkembangan anak baik dari mental maupun jasmani.  

Pengaruh yang paling besar adalah pengaruh terhadap perkembangan anak dan 

masa depannya. Dalam suasana yang tidak harmonis akan sulit terjadi proses 

pendidikan yang baik dan efektif, anak yang dibesarkan dalam suasana seperti itu 

tidak akan memperoleh pendidikan yang baik sehingga perkembangan kepribadian 

anak mengarah kepada wujud pribadi yang kurang baik. Akibat negatifnya sudah 

                                                           
1 Wahyono Dharmabrata, 2003, Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya, Cet. 2, CV.Gitama Jaya Jakarta, 

h.40 
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dapat diperkirakan yaitu anak tidak betah dirumah, hilangnya tokoh idola, kehilangan 

kepercayaan diri, berkembangnya sikap agresif dan permusuhan serta bentuk-bentuk 

kelainan lainnya. Keadaan itu akan makin diperparah apabila anak masuk dalam 

lingkungan yang kurang menunjang. Besar kemungkinan pada gilirannya akan 

merembes ke dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi. 

Betapa bahagia dan indahnya apabila semua orang tua bisa mendidik anaknya 

dengan baik serta membentuknya menjadi pribadi yang shaleh, tentunya pertama kali 

yang mesti mereka terapkan adalah memperbaiki perilakunya sendiri dalam 

keluarganya. Jadi, jika seorang ayah tidak dapat menjamin akan dapat berlaku adil 

maka ia harus mengubur niatnya untuk berpoligami dan mulai memikirkan cara untuk 

memperbaiki keadaan keluarga dan perkembangan psikologi anak yang tak berdosa 

yang bisa menjadi korban dari kerusakan atau penyelewengan moral akibat tatanan 

keluarga yang tak utuh. Keadaan keluarga sangat mempengaruhi perjalanan hidup 

dan masa depan anak karena lingkungan keluarga merupakan arena dimana anak-

anak mendapatkan pendidikan pertama, baik rohani maupun jasmani. 

Sudah menjadi keharusan bagi orang tua untuk membimbing dan mendidik 

anak-anaknya, karena anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan 

yang wajar dari orang tuanya akan menimbulkan kelemahan pada diri anak dalam 

perkembangan dan pertumbuhan psikologisnya. 

Akibat negatif dari keluarga yang berpoligami yang disebabkan karena hal-hal 

sebagai berikut:  
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Pertama, anak merasa kurang disayang. Salah satu dampak terjadinya poligami 

adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya, 

dalam arti mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya 

anak-anak yang lain yang orang tuanya selalu kompak. Adanya keadaan demikian 

disebabkan karena ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk 

bertemu antara ayah dan anak, maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan 

kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Kurangnya kasih sayang ayah 

kepada anaknya, berarti anak akan menderita karena kebutuhan psikisnya yang tidak 

terpenuhi. Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan dari ayah kepada anak-

anaknya akan menyebabkan anak tumbuh dan berkembang dengan bebas. Dalam 

kebebasan ini anak tidak jarang mengalami dekadensi moral karena dalam 

pergaulannya dengan orang lain yang terpengaruh kepada hal-hal yang kurang wajar.  

Kedua, tertanamnya kebencian pada diri anak. Pada dasarnya tidak ada anak 

yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi 

perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya 

”ternodai” karena ayahnya berpoligami. Walaupun mereka sangat memahami bahwa 

poligami dibolehkan (sebagaimana dalam QS An-Nisa ayat 3) tapi mereka tidak mau 

menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan. Apalagi ditambah dengan orang 

tua yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya. 

Kekecewaan seorang anak karena merasa dikhianati akan cintanya dengan 

ibunya oleh sang ayah akan menyebabkan anak tidak simpati dan tidak menghormati 

ayah kandungnya.  
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Ketiga, tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak. Persoalan yang kemudian 

muncul sebagai dampak dari poligami adalah adanya krisis kepercayaan dari 

keluarga, anak, dan isteri. Apalagi bila poligami tersebut dilakukan secara sembunyi 

dari keluarga yang ada, tentu ibarat memendam bom waktu, suatu saat lebih dahsyat 

reaksi yang ada. Sesungguhnya poligami bukan sesuatu yang harus dirahasiakan tapi 

sesuatu yang sejatinya harus didiskusikan, jadi jangan ada dusta di antara suami, istri, 

dan anak. Komunikasi dan diskusi tersebut tidak dilakukan oleh suami karena 

seorang suami ingin melakukan poligami dikarenakan alasan seks semata. 

Keempat, timbulnya traumatik bagi anak. Dengan adanya tindakan poligami 

seorang ayah maka akan memicu ketidak harmonisan dalam keluarga dan membuat 

keluarga berantakan. Walaupun tidak sampai cerai tetapi kemudian akan timbul efek 

negatif, yaitu anak-anak menjadi agak trauma terhadap perkawinan dengan laki-laki.  

Pemerintah harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak 

yang mengalami masalah di atas, yaitu dengan melaksanakan amanah  UU Nomor 35 

Tahun 2014 yang sudah   efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014  yang memiliki 

paradigma hukum, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada 

negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali 

dalam hal penyelenggaran perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana 

minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem 

hukum baru yakni adanya hak restitusi.  

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang 
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diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati 

pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, 

etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau 

mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan 

anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya 

daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, 

prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak. 

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah, 

dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan 

anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang 

secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan 

perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam 

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta 

kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan 

pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta 

memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi 

anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal didaerah terpencil. 
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Semoga amanah besar yang diberikan oleh undang-undang ini dapat dilaksanakan 

oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan tanggung jawab 

dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi bangsa. 

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-

undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada 

masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa 

bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab 

masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi 

kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi 

masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke 

lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal 

perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama 

kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir . 

Selain undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada 

negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga 

memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan 

kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, 

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan 

karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya 

orang tualah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara 
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langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan 

keseharian sang anak. 

Dari uraian dan problem di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti hal 

tersebut sehingga penulis ingin mencoba dan menuangkannya kedalam bentuk 

skripsi, dengan judul “Problematika Keluarga Poligami” (Studi kasus di Desa 

Kubang Jaya Kecamatan  Petir Kabupaten Serang). 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus penelitian yaitu pada Implementasi 

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dalam Problematika Keluarga Poligami di Desa 

Kubang Jaya Kecamatan  Petir Kabupaten Serang.  

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan fokus penelitian, rumusan masalah yang akan dijawab adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana problematika dalam keluarga poligami di Desa Kubang Jaya 

Kecamatan Petir? 

2. Bagaimana perlindungan anak akibat poligami di Desa Kubang Jaya Kecamatan 

Petir ?  

D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 

1. Problematika dalam keluarga poligami di Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir.  
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2. Bagaimana perlindungan anak akibat poligami di Desa Kubang Jaya Kecamatan 

Petir ? 

E. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai pengetahuan tentang hukum Poligami dalam Islam dan dampaknya bagi 

anak-anak serta Implementasi UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak 

dalam usaha menangani masalah anak dari akibat poligami  di Desa Kubang Jaya 

Kecamatan Petir.  

2. Bagi Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir 

Sebagai pengetahuan tentang akibat poligami dan dampak  negatif terhadap anak 

sehingga Kepala Desa dapat membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut dengan ikut memberikan solusi yang terbaik. 

3. Bagi Pemda Kabupaten Serang 

Sebagai bahan kajian untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat 

menyelesaikan permasalahan akibat poligami bagi anak dan bahan masukan untuk 

Pemerintah Pusat mengenai dampak poligami bagi anak-anak.  

4. Bagi Penelitian Lainnya 

Sebagai sumber teori untuk mendukung penelitian yang akan dilaksanakan.  
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F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo oleh Endang Setya 

Rini, S.H. 

Hasil penelitian :  

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami di 

Kabupaten Wonosobo belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor : - Faktor perkawinan poligami yang terselubung - Faktor 

penghasilan suami yang belum mencukupi sehingga anak - anak kurang terurus 

bahkan terlantar dalam hal pendidikan maupun kebutuhan lainnya 2. Faktor-faktor 

yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga 

poligami adalah adanya poligami terselubung (perkawinan di bawah tangan) sehingga 

perkawinan yang demikian tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan anak 

yang dilahirkan juga tercatat sebagai anak luar nikah, dimana anak luar nikah hanya 

mempunyai hubungan perdata terhadap ibunya dan keluarga ibunya ( Pasal 43 ayat 

(1) UU no 1 Tahun 1974.   3. Upaya penanggulangan terhadap hambatan yang terjadi 

dalam keluarga poligami adalah mencari pekerjaan tambahan baik oleh isteri maupun 

anak-anaknya yang sudah mampu bekerja dengan ayahnya sesudah pulang dari 

sekolah. Disamping itu juga si suami berusaha menegakkan kepemimpinannya dalam 

keluarga, bersifat obyektif dan netral, dan mencoba berlaku adil walaupun tidak 

terpenuhi semuanya akan tetapi dengan kebijaksanaan dan kasih sayang suami yang 
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berani mengalah demi kerukunan keluarga sambil berusaha menjaga keseimbangan 

hak dan kewajiban. 

SYARIFAH HUSNA, 521100377 (2015),  Resistensi Simbolik Anak Terhadap 

Poligami Serta Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Anak ( Studi Kasus Di Gampong 

Blang Kecamatan Langsa Kota). Skripsi thesis, IAIN ZAWIYAH COTKALA LANGSA. 

Poligami adalah masalah yang sangat kontroversial di Indonesia. Meskipun 

poligami dilegalkan secara agama, namun praktik di masyarakat poligami masih 

dikecam. Poligami bukanlah sekedar permasalahan biologis dan materi namun juga 

masalah hati. Berbagai alasan timbul untuk membenarkan dan menolak poligami. Di 

Indonesia, alasan yang digunakan untuk menolak praktik poligami adalah alasan 

sosiologis, sebab begitu banyak problematika sosial yang muncul akibat poligami, 

seperti: poligami melegalkan pernikahan siri, penelantaran terhadap istri dan anak-

anak terutama dalam hal ekonomi, pendidikan, dan psikologi. Penelitian ini berjudul 

Resistensi Simbolik Anak Terhadap Poligami Serta Dampak Poligami Terhadap 

Perkembangan Anak Studi Kasus Gampong Blang Kecamatan Kota Langsa. 

Permasalahan utama yang diteliti adalah bagaimana pandangan anak desa Gampong 

Blang terhadap poligami, bentuk-bentuk resistensi simbolik anak terhadap poligami, 

serta dampak poligami terhadap perkembangan anak baik terhadap pemenuhan 

kebutuhan anak. Terhadap pendidikan anak, psikologi dan disharmonisasi anak dan 

orangtua. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan anak di Gampong Blang 

kecamatan Langsa Kota terhadap poligami, Untuk mengetahui bentuk-bentuk 

resistensi simbolik anak terhadap poligami serta dampak poligami terhadap 
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perkembangan anak baik terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Terhadap pendidikan 

anak, psikologi dan disharmonisasi anak dan orangtua. Manfaat yang dapat diperoleh 

dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaca dan juga 

membentuk pemikiran yang kritis bagi Penulis. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian berdasarkan pada suatu ketentuan 

hukum dan fenomena yang terjadi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk memperolah 

gambaran yang baik, jelas dan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan 

lisan juga prilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Pengumpulan data 

pada penelitian ini menggunakan tiga langkah, yaitu wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak di Gampong 

Blang pada dasarnya menerima poligami karena alasan agama yang membolehkan 

akan tetapi bila diberi pilihan bebas maka mereka menolak praktik poligami, suami 

yang berpoligami akan dicitrakan sebagai laki-laki yang tidak tahu diri atau laki-laki 

yang tidak cukup dengan satu istri, sedangkan bagi istri yang dimadu dicitrakan 

sebagai wanita yang penyabar dan istri kedua, ketiga atau keempat dicitrakan sebagai 

perusak rumahtangga orang atau perebut suami orang. Resistensi yang ditunjukkan 

anak terhadap poligami dilakukan dengan cara pura-pura menerima tetapi dibelakang 

menolak, membentuk pencitraan buruk dan menentang kebijakan-kebijakan tertentu 

dari ayahnya. Dampak yang ditimbulkan poligami diantaranya: terlantarnya 

kebutuhan anak dan pendidikan anak, menimbulkan rasa malu, tidak percaya diri, 
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trauma terhadap pernikahan, kebencian terhadap ayah, merenggangkan hubungan 

orang tua dan anak serta memicu pertengkaran anak dan orang tua. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

 

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu 

yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. 

Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.   

Perlindungan yang diberikan Negara terhadap anak-anak meliputi berbagai 

aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, politik, hankam maupun aspek 

hukum. Orientasi utama dari perlindungan hukum yang diberikan negara dan 

Pemerintah tentunya bermuara pada kesejahteran anak. Oleh Karena itu tanggung 

jawab negara dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak diwujudkan dengan 

menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak demi terjaminnya pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara optimal dan terarah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan 

Negara demi mewujudkan terpenuhinya kesejahteraan anak. 
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Kerangka pemikiran penelitian ini adalah poligami dapat mengakibatkan 

dampak negatif bagi anak sehingga Pemerintah perlu melindungi anak-anak korban 

rumah tangga yang tidak harmonis karena poligami dengan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sehingga hak-hak anak dapat 

dipertanggung jawabkan oleh orangtuanya. 

H. Metode Penulisan 

1. Metode Penelitian 

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Sosioloogis yaitu 

Penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 

masyarakat2. Dengan demikian penelitian ini bersifat studi kasus atau  Field Research 

yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari kajian hukum dan 

orang-orang yang dapat diamati. 

 Menurut Susilo Rahardjo & Gudnanto,  studi kasus adalah  suatu metode untuk 

memahami individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif agar 

diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang 

dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh 

perkembangan diri yang baik3. Pendapat serupa di sampaikan oleh Bimo Walgito,  

studi kasus merupakan suatu metode untuk menyelidiki atau  mempelajari suatu 

kejadian mengenai perseorangan (riwayat hidup).  Pada metode studi kasus ini 

diperlukan banyak informasi guna mendapatkan bahan-bahan yang agak luas.   

                                                           
2 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum  Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15 
3 Rahardjo, Susilo & Gudnanto.(2011). Pemahaman Individu Teknik Non Tes. Kudus: Nora 

Media Enterprise,h.250. 
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2. Tehnik Pengumpulan Data  

a. Wawancara 

Dalam wawancara ini membuat pertanyaan,mengajukan pertanyaan pada 

sumber- sumber data tersebut untuk mendapatkan informasi yang tepat dari 

narasumber yang terpercaya. 

b.  Observasi 

penulis membuat aktifitas terhadap suatu objek yang diteliti dengan maksud 

merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sbuah fenomena berdasarkan 

pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebleumnya untuk mendapatkan 

informasi – informasi yang dibutuhkan. 

c. Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang di tunjukan 

kepada subyek peneliti dokumen yang diketik dapat berupa berbagai macam, tidak 

hanya dokumen resmi tapi juga meliputi bahan hukum primer dan hukum sekunder, 

juga data yang diperoleh dari referensi atau literasi yang berkaitan dengan tema 

penelitian ini. 

3. Tehnik Pengolahan data  

Dalam tehnik pengolahan data penulis mereduksi data, menyajikan data, 

kemudian data – data tersebut di kumpulkan menjadi suatu kesimpulan hingga 

membentuk abstraksi berdasarkan bagian- bagian data yang telah dikumpulan. 

Jadi , penyusunan teori disini berasal dari bawah ke atas, yaitu dari sejumlah bagian 

yang banyak yang dikumpulkan dan yang saling berhubungan. 
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4. Teknik Penulisan  

Dalam penyusunan secara tehnik penulisan semua berpedoman pada prinsip- 

prinsip  yang telah  diatur dan dibukukan dalam buku pedoman Penulisan Karya 

Ilmiah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin 

Banten 2017.  

 I.  Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dalam penyusunan proposal 

penelitian  ini, maka sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

 Pada bab ini dikemukakan latar belakang, fokus penelitian , rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang 

relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II Kondisi Obyektif Desa Kubang Jaya yang terdiri dari   Letak Geografis  dan 

Sosiografis Desa  Kubang Jaya. 

Bab III Kajian Teoritis yaitu  tentang teori-teori poligami dan  Undang-Undang No 

35 Tahun 2014, bab ini akan membahas tentang isi Undang-Undang No 35 

Tahun 2014.  

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian membahas tentang problematika dalam 

keluarga poligami di Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir dan implementasi 

UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam usaha menangani 

masalah anak akibat poligami di Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir 

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran  
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BAB II 

KONDISI OBYEKTIF DESA KUBANG JAYA 

 

Keadaan sosial masyarakat di Desa Kubang Jaya rata – rata menengah 

kebawah, selain itu tingkat pengangguran juga tahun demi tahun kian meningkat. 

Ditambah lagi kurangnya lapangan pekerjaan di desa itu sendiri. 

Tapi ada beberapa orang di desa kubang jaya yang berpoligami, Padahal 

status sosial mereka kurang mencukupi. Dari sini saja kita sudah melihat dampak 

negatif yang ditimbulkan dari poligami. Kebanyakan mata pencaharian mereka 

adalah petani, padahal dilihat dari segi geografis struktur tanah di desa kubang jaya 

kurang begitu  bagus untuk bercocok tanam atau menanam padi. Dari situ juga kita 

bisa melihat bahwa hasil yang mereka dapatkan itu kurang bagus, artinya jangankan 

untuk dijual untuk mereka sendiripun kurang mencukupi. Imbasnya pendapatan 

mereka tidak sesuai dari modal yang dikeluarkan sehingga mereka sulit untuk  

memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari. Ada alasan yang membuat mereka tetap 

melakukan poligami, yaitu naluri lelaki yang kebanyakan ingin mempunyai 

istri/pasangan lebih dari satu. Dari hasil survai secara umum orang yang berpoligami 

di desa kubang jaya sekitar 40 tahun keatas, rata – rata keluarga mereka menerima 

walaupun keadaannya jauh dari kata sejahtera, sehingga banyak istri – istri mereka 

yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akibatnya anak yang 

bapaknya berpoligami menjadi banyak yang terlantar dan tidak terurus. 
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A. Letak Geografis Desa  Kubang Jaya 

1) Batas Wilayah Desa 

Letak geografi Desa  Kubang Jaya terletak diantara : 

No Letak Desa 

1.  Sebelah Utara Desa  Sindangsari 

2.  Sebelah selatan Desa  Panunggulan 

3.  Sebelah Barat   Desa  Kadugenep 

4.  Sebelah Timur  Desa  Malanggah 

 

2) Luas Wilayah Desa 

Luas wilayah Desa Kubang Jaya adalah 265 Ha, dengan penggunaannya sebagai 

berikut: 

No Wilayah Luas 

1.  Pemukima 61,3    Ha 

2.  Perkantoran -         Ha 

3.  Pertanian  95       Ha 

4.  Perkebunan 105,8   Ha 

5.  Peternakan -           Ha 

6.  Perikanan -           Ha 

7.  Fasilitas Umum 1,6      Ha 

8.  Fasilitas Sosial 0,3      Ha 
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Jumlah 264     Ha 

 

3) Orbitasi 

No Orbitasi Luas 

1.  Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 3       Km 

2.  Jarak dari pusat pemerintahan Kota 

Administratif  

20     Km 

3.  Jarak dari Ibukota Kabupaten  Serang 21     Km 

4.  Jarak dari Ibukota Propinsi  Banten 15      Km 

5.  Jarak dari Ibukota Negara 130    Km 

 

B. Kondisi Sosiografis  Desa Kubang Jaya 

1. Sejarah Desa 

            Kubang Jaya adalah merupakan Salah satu Desa di Kecamatan Petir, berdiri 

pada  tahun 2012, hasil pemekaran desa Kadugenep. Adapun pejabat yang meminpin 

adalah Plt yaitu Ibu UUM dan yang menjabat kepala desa sekarang yaitu bapak Padri 

Johari. 
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Adapun pejabat Kepala Desa Kubang Jaya mulai berdiri sampai sekarang 

sebagai berikut : Tahun 2012-2013 Yaitu UUM sebagai Pjs. Kepala Desa dan  Tahun 

2013-2019  Yaitu PADRI JOHARI sebagai Kepala Desa dan ADAM MALIK 

sebagai Sekretaris Desa.  

2. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

No Jenis Keluarga Banyak Jiwa 

1.  Laki-laki 1529    Jiwa 

2.  Perempuan  1528    Jiwa 

Jumlah 3057   Jiwa 

 

3. Keadaan Sosial 

a) Pendidikan 

No Jenjang Jumlah 

1.  SD/ MI 354    Orang 

2.  SLTP/ MTs 596    Orang 

3.  SLTA/ MA 1099  Orang 
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4.  S1/ Diploma 656    Orang 

5.  Putus Sekolah 340    Orang 

 

6.  Buta Huruf 12      Orang 

Jumlah 3057  Orang 

 

b) Lembaga Pendidikan 

No Lembaga Banyak dan Lokasi 

1.  Gedung TK/PAUD                   3 buah/ Lokasi di RT 05,07,14 

2.  SD/MI                                       2 buah/ Lokasi di RT 06 08 

3.  SLTP/MTs                                1.buah/ Lokasi di RT 06 

4.  SLTA/MA                                 1.buah/ Lokasi di RT 06 

5.  PDTA       1.Buah/ Lokasi di RT 06 

 

 

 

 



 
 

22 

c) Kesehatan 

Kematian Bayi tahun 2017 

No Jumlah Bayi Banyaknya 

1.  Jumlah Bayi lahir pada tahun ini 43      orang 

2.  Jumlah Bayi meninggal tahun ini  0        orang 

Jumlah 43      orang 

 

Kematian Ibu Melahirkan 

No Jumlah Ibu melahirkan Banyaknya 

1.  Jumlah ibu melahirkan tahun ini 43    orang 

2.  Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini 0      orang 

Jumlah 43    orang  

 

4. Keagamaan. 

Data Keagamaan Desa Kubang Jaya Tahun 2015  Jumlah Pemeluk : 

No Agama Banyaknya 
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1.  Islam 3057    orang 

2.  Katolik 0          orang 

3.  Kristen  0          orang 

4.  Hindu  0          orang 

5.  Budha  0          orang 

Jumlah 3057    orang 

 

Data Tempat Ibadah 

Jumlah tempat ibadah : 

No Agama Banyaknya 

1.  Masjid  4    Buah 

2.  Musholla 14  Buah 

3.  Gereja  0    Buah 

4.  Pura 0    Buah 

5.  Vihara  0    Buah 

Jumlah 18            Buah 
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5. Kondisi Ekonomi 

a) Pertanian 

Jenis Tanaman : 

No Jenis Tanaman Luas 

1.  Padi sawah                          100     ha 

2.  Padi Ladang                          0         ha 

3.  Jagung                                10       ha 

4.  Palawija                              15       ha 

5.  Tembakau                                 0          ha 

6.  Tebu                                          0          ha 

7.  Kakao/ Coklat                          5          ha 

8.  Sawit        0          ha 

9.  Karet           0         ha 

10.  Kelapa     15        ha 

11.  Kopi             0          ha 

12.  Singkong           15        ha 

13.  Lain-lain                               0          ha 

Jumlah 160     ha 

 

b) Peternakan 

Jenis ternak    : 
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No Jenis Ternak Banyaknya 

1.  Kambing 150       Ekor 

2.  Sapi  0            Ekor 

3.  Kerbau  20         Ekor 

4.  Ayam  1428     Ekor 

5.  Itik  130       Ekor 

6.  Burung 60       Ekor 

7.  Lain-lain 0        Ekor 

Jumlah 1788  Ekor 

 

c) Perikanan           

No Jenis Perikanan Luas 

1.  Kolam Ikan  6                ha 

2.  Tambak udang 0                ha 

3.  Lain-lain  0                ha 

Jumlah 6        ha 
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6. Mata Pencarian 

Jenis Pekerjaan : 

No Jenis Pekerjaan Banyaknya 

1.  Petani   200     Orang 

2.  Pedagang 70       Orang 

3.  PNS  150     Orang 

4.  Tukang 50       Orang 

5.  Guru  45     Orang 

6.  Bidan/ Perawat 5       Orang 

7.  TNI/ Polri 5       Orang 

8.  Pesiunan 25      Orang 

9.  Sopir/ Angkutan 24      Orang 

10.  Buruh  450   Orang 

11.  Jasa persewaan 0       Orang 

12.  Swasta   385   Orang 
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Jumlah 1057 orang 

 

7. Kondisi Pemerintan Desa 

Pembagian Wilayah Desa 

Desa Kubang jaya terbagi ke dalam 4 Dusun terdiri dari : 

No Pembagian Wilayah Jumlah Rt/Rw 

1.  Dusun  I 2 RW dan 6 RT 

2.  Dusun  II 1 RW dan 4 RT 

3.  Dusun  III 1 RW dan 4 RT 

4.  Dusun  IV 1 RW dan 3 RT 

 

8. Struktur Organisasi Pemerintan Desa 

Lembaga Pemerintah Desa 

Jumlah Aparatur Desa : 

No Pegawai Aparatur Banyaknya 

1.  Kepala Desa 1  

2.  Sekretaris Desa 1  
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3.  Perangkat Desa 7  

4.  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 7  

Jumlah 16 

 

Lembaga kemasyarakatan 

No Lembaga Kemasyarakatan Banyaknya 

1.  LPM 1 Kelompok 

2.  PKK 1 Kelompok 

3.  Posyandu 3 Kelompok 

4.  Pengajian 22       Kelompok 

5.  Arisan 1         Kelompok 

6.  Simpan Pinjam 9         Kelompok 

7.   Tani 4         Kelompok 

8.  Gapoktan 1         Kelompok 

9.  Karang Taruna 1       Kelompok 
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10.  Risma 0         Kelompok 

11.  Ormas/LSM 0        Kelompok 

12.  Lain-lain 0               Kelompok 

Jumlah 43      Kelompok 
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BAB III 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Poligami 

Perkawinan memiliki definisi akad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban, serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan yang bukan mahram.4  Sedangkan poligami berasal dari bahasa 

Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata poli atau polos artinya banyak, dan kata 

gamen atau gamos artinya kawin atau perkawinan5. Jadi perkataan “poligami” dapat 

diartikan sebagai “suatu perkawinan yang lebih dari seorang6. Menurut perspektif 

Islam sebagaimana dikemukan oleh Sidi Gazalba dalam bukunya “Menghadapi Soal-

soal Perkawinan” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan poligami itu adalah 

perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan7. 

Menurut Undang-undang poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya 

dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama 

dengan poligini yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. 

B. Poligami Dalam Perspektif Islam 

Dalam pandangan Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih 

dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Tapi 

Asy-Syarbini al-Khathib menuturkan “Seorang pria sunah tidak menikahi tidak lebih 

                                                           
4 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2010) h.374 
5 Khairuddin Nasution, Riba dan Poligami (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) h. 84. 
6 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, tt) h. 

211. 
7 Sidi Gazalba, Menghadapi Soal-soal Perkawinan (Jakarta : Pustaka Antara, 1975) h. 25. 
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dari satu istri tanpa hajat yang jelas, alasan ini menurutnya berdasarkan an-nash yang 

telah menunjukan bahwa asas pernikahan adalah monogami, bukan poligami.8  

Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari 

empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Perbedaan ini disebabkan berbedanya 

para ulama dalam memahami dan menafsirkan ayat 3 surat An-Nisa‟, sebagai dasar 

penetapan hukum poligami. 

Poligami tersebut baru boleh dilakukan apabila terdapat beberapa sebab: 1. 

Apabila si suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, 

sehingga si isteri tidak sanggup lagi memenuhi keinginan suaminya 2. Si isteri yang 

dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya. 3. 

Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena 

suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah. 4. Untuk menyelamatkan kaum wanita 

yang masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke 

lembah dosa9. 

Dalam pelaksanaan poligami (isteri kedua dan selanjutnya) apakah perlu 

minta izin kepada isteri sebelumnya? Dalam hal ini terdapat dua pandangan, yaitu 

pertama, perlu minta izin kepada isteri dan kedua, tidak perlu minta izin kepada isteri. 

Menurut Habib Munzir al-Musawwa dalam “Kupas Tuntas Hukum 

Poligami”, berpendapat bahwa menikah dengan isteri kedua atau berikutnya sah 

hukumnya tanpa minta izin kepada isteri pertama atau sebelumnya, sebagaimana 

                                                           
8 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i ( Jakarta : PT. Niaga Swadaya) h. 476 
9 Kasmuri Selamat, Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Jakarta : Kalam Mulia, 

1998) h. 30. 
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seorang laki-laki tidak wajib meminta izin kepada ayah ibunya untuk menikah, yang 

wajib minta izin adalah wanita, mestilah walinya yang mengizinkan, namun pria tidak 

perlu izin walinya untuk menikah. 

Walaupun seorang pria boleh atau sah menikah dengan seorang wanita tanpa 

memberi tahu ayah ibunya, namun dari segi adab kepada orang tua yang telah 

mendidiknya sejak kecil, sepantasnya ia tidak menikah kecuali dengan restu ayah 

ibunya. Ini ditinjau dari segi Birrul walidain, bukan dari segi hukum. 

Demikian pula suami yang akan berpoligami, tidak mesti minta izin atau 

persetujuan kepada isteri pertama atau berikutnya, secara hukum Islam nikahnya 

adalah sah, namun secara akhlak dan adab, seyogyanya ia memberitahukan pada 

isterinya, karena telah seperjuangan dari awal secara bersama-sama, dan kalau niat 

poligaminya baik maka selayaknya isteri yang baik akan menerimanya. Artinya tidak 

wajib secara hukum, namun sebaiknya ia memberitahukannya. 

Habib Munzir al-Musawwa berdapat demikian berdasarkan Hadist, yang 

artinya Istri Barra‟ bin Muawwir ra berkata kepada Rasul saw: Aku syaratkan pada 

suamiku agar jangan menikah lagi!, maka Rasul saw bersabda : ucapan itu tidak 

benar. 

Poligami adalah sunnah, menurut sebagaian pendapat ulama,10 namun 

penyelewengan individu memang sering terjadi, hal itu tidak bisa menafikan hukum 

sunnah nya secara keseluruhan. Mengenai poligami, Islam adalah agama untuk 

kesempurnaan hidup,tidak ada kekurangan ataupun cela dalam segala hal yang fardhu 

                                                           
10 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam…, h.476 
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dan sunnah, namun oknum penyelewengan syari‟at selalu ada dalam segala hal, 

bukan hanya dalam poligami, tetapi juga dalam mendirikan shalat, puasa, haji, zakat, 

dan macam ibadah lainnya yang diselewengkan. 

Menurut Syeikh Mahmud Syaltut; "Keadilan yang dijadikan syarat dibolehkan 

poligami berdasarkan ayat 3 Surat An-Nisa‟. Kemudian pada ayat 129 Surat An-

Nisa‟ menyatakan bahwa keadilan itu tidak mungkin dapat dipenuhi atau dilakukan. 

Sebenarnya yang dimaksudkan keadilan, bukanlah keadilan yang menyempitkan dada 

kamu sehingga kamu merasakan keberatan yang sangat terhadap poligami yang telah 

dihalalkan oleh Allah. Hanya saja yang dikehendaki ialah jangan sampai kamu 

cenderung sepenuhnya kepada salah seorang saja di antara para isteri kamu itu, lalu 

kamu tinggalkan yang lain seperti tergantung-gantung." 

Zamahsyari dalam kitabnya “Tafsir Al Kasy-syaf” mengatakan, bahwa 

poligami menurut syari'at Islam adalah suatu rukhshah (kelonggaran) ketika darurat. 

Sama halnya dengan rukhshah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan berbuka 

puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan 

dengan tabi‟at laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul lebih dari seorang 

isteri. M. Hasballah Thaib mengatakan, bila seorang muslim menikahi lebih dari 

seorang isteri, maka dia berkewajiban untuk memperlakukan mereka secara sama 

dalam hal memberi makan, kediaman, pakaian, dan bahkan hubungan seksual sejauh 

yang memungkinkan. Keadilan di sini hanya berhubungan dengan usaha yang 

dimungkinkan secara manusiawi. Dalam hal cinta kasih, seorang yang benar-benar 
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ingin berbuat adil dengan tujuan yang tulus dia tetap tidak akan mampu 

melakukannya mengingat keterbatasannya sebagai manusia11. 

Sedangkan kasih sayang dapat dilambangkan pada hubungan biologis dan lain 

sebagainya, sebagaimana Allah SWT berfirman: 

ۡمِث لُۡ ِيوَلهَُنا ِۡۡٱلَّا ۡب رُوفِۡ عَليَ هِنا ۗۡٞوَۡۡٱل مَع  ۡدَرجََة  ُۡوَللِر جَِالِۡعَلَي هِنا ۡٱللّا
 ٢٢٨عَزيِزٌۡحَكِيمٌۡ

ۡۡ
“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma´ruf. Akan tetapi para suami, 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Baqarah : 228)12 
 
Dalam pandangan Islam bahwa berpoligami itu dibolehkan walaupun tidak 

dalam keadaan terpaksa, apabila seorang laki-laki mampu dari segi seksual dan juga 

mampu dari segi materil dan mampu berlaku adil. Apalagi wanitanya lebih banyak, 

dan banyak yang belum kawin, maka bagi laki-laki yang mempunyai kelebihan 

dianjurkan untuk kawin lebih dari satu demi terpenuhinya kebutuhan batin bagi 

wanita yang sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dalam perkawinan 

yang sah dan halal menurut hukum Islam13. 

Sebagai dasar boleh berpoligami dalam hukum Islam diatur dalam surat An 

Nisa‟ ayat 3 yang berbunyi : 

                                                           
11 M. Hasbullah Thaib, 21 masalah aktual dalam pandangan fiqih Islam, (Medan :Fak. 

Ushuluddin,1991) h.79 
12 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya,  h.45 
13 Kholilah Marhijanto, Menciptakan keluarga Sakinah (Surabaya : Bintang Pelajar, tt) h. 70 – 

72. 
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ۡۡوَإِنۡ  لَّا
َ
ۡأ تُم  سِطُواْۡفِِۡخِف  تَََٰمََٰۡتُق  ْۡفَۡۡٱلۡ  ِنَۡۡٱنكِحُوا مَاۡطَابَۡلكَُمۡم 

ۡۡٱلن سَِاءِٓۡ ۡمَلكََت  ۡمَا و 
َ
ۡأ َٰحِدَةً ْۡفَوَ دِلوُا ۡتَع  لَّا

َ
ۡأ تُم  ۡخِف  َٰعََۖۡفإَنِ  َٰثَۡوَرُبَ ۡوَثلَُ مَث نَََٰ

ۡتَعُولوُاْۡ لَّا
َ
نََٰٓۡأ د 

َ
َٰلكَِۡأ ۚۡۡذَ ي مََٰنُكُم 

َ
 ٣ۡأ

 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika 

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa : 3)14 

 

Ayat di atas menjelaskan hal-hal yang telah dipahami Rasulullah, sahabat - 

sahabatnya, tabi‟in, dan jumhur ulama muslimin tentang hukum-hukum yaitu: (1) 

Boleh berpoligami paling banyak hingga empat orang isteri; (2) Disyari‟atkan dapat 

berbuat adil diantara isteri-isterinya. Barang siapa belum mampu memenuhi 

ketentuan diatas, maka dia tidak boleh mengawini wanita lebih dari satu orang15. 

Seorang laki-laki yang meyakini dirinya tidak akan mampu berbuat adil, tetapi tetap 

melakukan poligami, dikatakan bahwa akad nikahnya sah, tetapi dia telah berbuat 

dosa; (3) Keadilan yang disyaratkan oleh ayat di atas mencakup keadilan dalam 

tempat tinggal, makan dan minum, serta perlakuan lahir batin; (4) Kemampuan suami 

dalam hal nafkah kepada isteri kedua dan anak-anaknya. 

Beberapa ulama, setelah meninjau ayat-ayat tentang poligami, mereka telah 

menetapkan bahwa menurut asalnya (azasnya) poligami dalam Islam itu ialah 

monogami, karena terdapat dalam ayat yang mengandung peringatan, agar tidak 

                                                           
14 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya,  h.99 
15 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, tt) h. 30 – 42. 
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disalah-gunakan poligami itu di tempat-tempat yang tidak wajar. Ini semua bertujuan 

supaya tidak terjadinya kezaliman. Tetapi, poligami dibolehkan dengan syarat ia 

dilakukan pada masa-masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi 

dengan jalan lain. Atau dengan kata lain bahwa poligami itu dibolehkan oleh Islam 

dan tidak dilarang kecuali jika dikhawatirkan bahwa kebaikannya akan dikalahkan 

oleh keburukannya. 

C. Poligami Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan 

 

Menurut Undang-undang poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya 

dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama 

dengan poligini yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Dalam 

perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan biasa dikatakan istilah 

ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropologi saja, 

sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan 

pengertian perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita disebut poligami. 

Poligami atau memiliki lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru, ia 

telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok 

masyarakat di berbagai kawasan dunia16. 

Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari 

satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun 

ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau 

                                                           
16 Abdul Rahman I. Doi, Perkawinan dalam Syari‟at Islam (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) h. 

46. 
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bahkan lebih dari sembilan isteri. Perbedaan ini disebabkan berbedanya para ulama 

dalam memahami dan menafsirkan ayat 3 surat An-Nisa‟, sebagai dasar penetapan 

hukum poligami17. Dengan kata lain, poligami ialah mengamalkan beristeri lebih dari 

satu yaitu dua, tiga atau empat18. 

Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) bahwa “beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas 

hanya sampai empat orang isteri”. Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

baik pasal demi pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami. 

Hanyalah Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa 

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari 

seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” 

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa “dengan adanya pasal ini maka Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut azas monogami, oleh karena tidak tertutup 

kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya 

tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim19. 

Dengan demikian, poligami baru boleh dilakukan apabila terdapat beberapa 

sebab yaitu: 1) Apabila si suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang 

berkekuatan luar biasa, sehingga si isteri tidak sanggup lagi memenuhi keinginannya; 

2) Si isteri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani 

                                                           
17 Khairuddin Nasution, Riba dan…h. 85 
18 Kasmuri Selamat, Pedoman mengayuh…, h. 19 
19 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan 

Hukum Adat, Hukum Agama , (Bandung  : Mandar Maju, 1990). h. 32. 
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suaminya; 3) Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi 

janda karena suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah; 4) Untuk menyelamatkan 

kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak 

terjerumus ke lembah dosa20. 

Untuk berpoligami pada saat ini tidaklah dapat dilakukan oleh setiap laki -laki 

dengan begitu saja. Pemerintah melalui instansinya yang ditunjuk untuk itu ikut 

campur dalam urusan keinginan seseorang suami yang ingin beristeri lebih dari 

seorang (poligami). Dengan demikian setiap laki-laki sekarang harus mempunyai 

alasan yang dapat diterima oleh Undang-undang untuk berpoligami. Ini berarti bahwa 

poligami sekarang sudah dipersulit21. 

Orang yang beragama Islam selama ini yang menurut Hukum Islam boleh 

mempunyai isteri dua, tiga, dan empat, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 sudah semakin sukar, karena pemerintah telah ikut campur tangan dalam 

menentukan keinginan suami yang ingin melakukan perkawinan dengan seorang 

wanita sebagai isteri kedua, ketiga, atau keempat. Pengadilan tidak akan memberi izin 

kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau 

untuk menikahi isteri kedua, ketiga atau keempat jika alasan yang diajukan tidak 

sesuai dengan yang disebut pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974. 

                                                           
20 Kasmuri Selamat, Pedoman mengayuh…, h. 30 
21 Hilman Hadi, Hukum Perkawinan …, h. 33. 
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Di samping alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 masih diperlukan lagi syarat-syarat lain, sebagaimana terdapat dalam 

penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : 

“Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut 

pada Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi. Selanjutnya mengajukan permohonan ke 

pengadilan. Hal ini diatur dalam ketentuan umum peraturan pelaksanaan Undang-

undang Perkawinan Pasal 1 huruf b dan c bahwa pengadilan yang dimaksudkan 

adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi 

yang beragama lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan poligami adalah 

sebagai berikut: 

1. Suami harus mengajukan permohonan izin secara tertulis ke Pengadilan 

(Pasal 40, ketentuan umum Undang-undang Perkawinan). 2. Pengadilan hanya 

memberikan izin atas permohonan tersebut sesuai dengan aturan pada Pasal 4 ayat (2) 

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, apabila memenuhi persyaratan seperti tersebut 

di bawah ini: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. b. Isteri 

mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Isteri tidak 

dapat melahirkan keturunan. 3. Pengajuan permohonan ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 

(1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 haruslah dipenuhi/dilengkapi dengan 

syarat-syarat :1) Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri (bila si suami telah 

mempunyai beberapa isteri); 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) Adanya jaminan bahwa suami 

akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Persetujuan dari isteri 
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atau isteri-isteri (bila suami telah mempunyai isteri lebih dari seorang pada saat 

pengajuan izin itu) terhadap suaminya yang hendak kawin lagi dapat diberikan secara 

lisan maupun tertulis. Apabila diberikan secara lisan, harus diucapkan secara 

langsung dimuka sidang pengadilan, sedangkan persetujuan secara tertulis tentu saja 

dilakukan dengan surat yang ditandatangani oleh isteri atau isteri-isteri tersebut. 

Walaupun persetujuan isteri atau isteri-isteri merupakan syarat bagi suami 

untuk dapat melakukan poligami, tetapi pelaksanaannya tidak terlalu mutlak, dalam 

pengertian apabila izin dari isteri-isteri tersebut tidak mungkin berhasil didapatkan 

atau tidak dapat dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 

perjanjian atau apabila si isteri meninggalkan rumah lebih dari dua tahun dan tidak 

ada kabar beritanya atau karena sebab-sebab lain yang akan dipertimbangkan oleh 

hakim pengadilan, sesuai dengan Pasal 5 ayat ( 2 ) Undang - undang nomor 1 Tahun 

1974. 

Selanjutnya dalam melakukan poligami suami disyaratkan adil di antara para 

istri. Kata “adil” berasal dari kata bahasa Arab yang berarti “insaaf” atau “keinsafan” 

artinya jiwa yang baik dan lurus. Dalam bahasa Perancis kata “adil” adalah “justices”, 

dalam bahasa latin kata “adil” adalah “justica”22. Jadi yang dinamakan “adil” adalah 

meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau menerima hak tanpa lebih dan memberikan 

hak pada orang lain tanpa kurang. Maka dari itu “adil” ialah memberikan hak setiap 

yang berhak secara lengkap, tanpa lebih dan tanpa kurang antara sesama yang berhak, 

                                                           
22 Kahar Mansur, Membina Moral dan Akhlaq (Jakarta : Rineka Cipta, 1994) h. 69. 
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dalam keadaan yang sama, dan menghukum orang jahat atau yang melanggar hukum, 

sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya23. 

Keadilan ialah memenuhi hak seseorang sebagaimana mestinya, tanpa 

membeda-bedakan siapakah yang harus menerima hak itu, dan bertindak terhadap 

yang salah sekedar kesalahannya tanpa berlebih-lebihan atau pandang bulu24. Karena 

itu keadilan manusia adalah pengertian praktis yang bertalian dengan hak - hak 

individu dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan semua yang 

bermanfaat baginya, seperti hal-hal yang mengenai materi dan rohaninya. Dengan 

kata lain, keadilan ialah menghormati kekayaan hak milik dan sesuatu yang bertahan 

dengannya, menghormati kemerdekaan serta keyakinannya. 

Untuk setiap aspek dari keadilan terdapat beberapa kata dan yang paling 

umum digunakan adalah kata „adalah. Antonim dari kata „adalah bukanlah 

merupakan suatu ucapan kata „adl yang dimodifikasikan dalam pengertiannya yang 

negatif, sebagaimana lawan kata injustice untuk kata justice dalam bahasa Inggris. 

Secara harfiah, kata ‟ adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja “adalah” yang 

berarti : pertama, meluruskan atau tunduk lurus, mengamendemen atau mengubah; 

kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju 

jalan lain (yang benar); ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan; keempat, 

menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan 

yang seimbang (state of equalibrium). Akhirnya, kata „adl atau „idl boleh jadi juga 

                                                           
23 Kahar Mansur, Membina Moral.., h. 69 
24 Kahar Mansur, Membina Moral.., h. 69 



 
 

42 

berarti contoh atau yang semisal, sebuah ungkapan harfiah yang secara tidak 

langsung berhubungan dengan keadilan25. 

Perbedaan antara kedua istilah itu memang nyata. istilah “hukum“ 

mengandung suatu tuntutan keadilan, sedangkan istilah “Undang-undang“ 

menandakan norma-norma yang de facto digunakan untuk memenuhi tuntutan baik 

tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian jelaslah bahwa kata “hukum“ sebagai 

ius lebih fundamental dari pada kata Undang-undang /lex, sebab kata hukum sebagai 

ius menunjukkan dengan mengikut sertakan prinsip-prinsip atau azas-azas yang 

termasuk suatu aturan yang dikehendaki oleh “lex“ itu yang merupakan bentuk 

eksplisit dari “ius“26. 

Pegertian hukum yaitu hakikat hukum, ialah menjadi sarana bagi penciptaan 

suatu aturan masyarakat yang adil. Sedangkan hakikat Undang-undang ialah 

membawa aturan yang adil dalam masyarakat (rapport du droit, inbreng van recht)27. 

Menurut Plato, keadilan (justice) adalah tindakan benar, tidak dapat 

diidentifikasikan dengan hanya kepatuhan pada aturan hukum. Keadilan adalah suatu 

ciri sifat manusia yang mengkoordinasikan dan membatasi berbagai elemen dari fisik 

manusia pada lingkungannya yang tepat (proper soheres) agar memungkinkan 

manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik28. 

                                                           
25 Muh. Alwi al-Maliki, Insan Kamil (Muhammad SAW), alih bahasa Hasan Baharun 

(Bandowoso : t.t.p, 1981) h. 181 
26 Theo Huijbers, Filsafat Hukum (Yogyakarta : Kanisius, 1995) h. 49 
27 Theo Huijbers, Filsafat …, h.49 
28 Lili Rasyidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum ( Citra Aditya Bakti, 1996) h. 18. 
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Sedangkan keadilan menurut Aristoteles, bahwa secara umum keadilan 

berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dalam interaksi itu 

terdapat kesadaran “keadilan“ yang menunjukkan atau berorientasi pada kebaikan 

moral secara menyeluruh dari anggota masyarakat dalam menangani hubungan-

hubungan yang demikian itu29. 

Karena sesungguhnya keadilan hanya terdapat pada setiap orang yang 

hubungan-hubungan materialnya diatur oleh hukum, dan hukum terwujud bagi setiap 

orang, dimana diantara mereka terdapat ketidak adilan, karena keadilan menurut 

hukum ialah perbedaan antara yang adil dan yang tidak adil30. 

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Kapan saja 

seseorang menegaskan bahwa ia pertimbangkan atas haknya secara adil, ia harus 

relevan dengan tatanan sosial yang mantap dimana suatu skala keadilan tertentu 

diakui31.25 Oleh karena itu keadilan ideal atau yang sempurna, merupakan suatu 

khayalan belaka, dan keadilan yang ril berkembang melalui improvisi dari generasi 

ke generasi berikutnya. 

 

 

 

 

                                                           
29 Lili Rasyidi, Dasar-dasar.., h.18 
30 Lili Rasyidi, Dasar-dasar.., h.18 
31 Majid Khadduri, Teologi Keadilan Perspektif Islam, Alih Bahasa : Mochtar Zeini dan Joko 

S. Kahar (Surabaya : Risalah gusti, 1999) h. 94. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Problematika Dalam Keluarga Poligami Di Desa Kubang Jaya Kecamatan 

Petir. 

      Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari KUA (Kantor Urusan Agama) 

Kecamatan Petir mengenai jumlah masyarat Desa Kubang Jaya yang melakukan 

poligami melalui KUA, menurut KUA Kecamatan petir bahwa tidak ada satupun 

warga Desa Kubang Jaya yang tercatat berpoligami.32 Data ini berbeda dengan fakta 

di Desa Kubang Jaya yang penulis temukan, setidaknya tidak kurang dari lima 

keluarga yang melakukan poligami dengan cara nikah di bawah tangan atau siri. 

     Faktor yang menyebabkan para suami yang berpoligami tidak menikah di KUA 

dan lebih memilih untuk menikah dengan cara nikah di bawah tangan, yaitu karena 

ada syarat dari pemerintah yang mengharuskan istri yang pertama memberikan surat 

pernyataan kesiapan untuk dipoligami oleh suaminya. Ini merupakan syarat yang 

sangat sulit bagi para istri untuk membagi kasih sayiag kepada wanita lain, sehingga 

pelaku poligami lebih memilih untuk menikah dengan cara di bawah tangan atau siri. 

   Berdasarkan aturan yang berlaku tentang pasal 4 ayat 1 mengenai poligami 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami lebih dari satu jika dikehendaki 

oleh istri kesatu 

                                                           
32 Data ini didapat dari hasil wawancara dengan Kepala Penghulu Kec.Petir (Sukroni) pada 

Hari Jumat, 10 November 2017  jam 09:45 di Kantor KUA Kec.Petir. 
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2. Mengajukan surat permohonan kepada KUA setempat 

3. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-

anak. 

4. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak 

mereka 

Poligami bukanlah perkara mudah yang dapat diterima setelah pengajuan 

diberikan kepada KUA karena KUA akan melihat beberapa faktor lain diantaranya: 

1. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri 

2. Istri menderita cacat badan atau penyakit yang sulit di obati 

3. Tidak dapat melahirkan keturunan 

   Poligami yang dilakukan dengan cara nikah siri atau di bawah tangan, 

memudahkan suami untuk menikah lebih dari satu. 

 Jalan ini ditempuh karena ketakutan suami kepada istrinya, juga atauran-aturan 

lain yang membebankan kepada suami seperti syarat di atas. MUI (Majlis Ulama 

Indonesia) telah mengeluarkan ijma ulama Indonesia ke-2 di Pondok Pesantren Gontor 

Jawa Timur pada hatuh 2016 dan memfatwakan bahwa nikah siri memang syah 

berdasarkan hukum Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi berupa Pengantin laki-

laki, perempuan, mahar, saksi-saksi dan ijab qobul.33   Namun pernikahan yang 

berhukum sunah ini bisa saja menjadi haram jika mampu menimbulkan madarat atau 

masalah yang besar. Oleh karena itu MUI menyepakati bahwa pernikahan harus 

                                                           
33 Http://kaltim.tribunnews.com/2017/09/25/mui-imbau-warga-tak-tempuh-jalur-nikah-siri-

lihat-siapa-yang-dirugikan . Diunduh dari internet pada Hari Jumat, 10 November 2017 jam 

14:32. 
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tercatan di Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kementerian dalam Negeri. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin dengan 

membuat aturan yang mengatur tentang poligami karena kekhawatiran pemerintah 

akan dampak yang di timbulkan dari poligami, menjadi masalah yang akan banyak 

timbul di masyarakat adapun dampak-dampaknya penulis mencoba merangkum 

kedalam dua bagian: 

1. Dampak Psikologis dari Pernikahan Poligami 

Pernikahan poligami mungkin akan berdampak pada psikologis istri dan anak 

karena istri merasa di kecewakan dengan keputusan yang di ambil oleh suami mereka 

dan ini mungkin juga memberikan dampak psikologis  juga bagi anak, rasa kesal dan 

emosi tentu akan sangat dirasakan oleh para istri terlebih ketika mengetahui pertama 

kali jika suaminya sudah menikah lagi dengan wanita lain. Dampak Psikologis juga 

mungkin akan dirasakan bagi istri keduanya yang harus menerima cibiran masyarakat 

dan lainnya terlebih jika pernikahan dilakukan dengan cara siri atau nikah dibawah 

tangan.  

 Dampak poligami terhadap psikologis dalam problematika keluarga poligami 

bisa kita lihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan juga bisa kita lihat dari hasil 

wawancara yang  penulis lakukan dengan para istri yang suaminya melakukan 

poligami. 

 Seperti yang dituturkan oleh Dini Nurhayati sebagai berikut: 

“Bicara perasaan, pastinya saya sakit hati sekali mas, ko tega suami saya 

menikah lagi. Awal poligami itu berjalan, saya masih seperti orang bingung 



 
 

47 

mas, perasaan saya campur aduk, nyesek kalau merasakan kenyataan yang 

terjadi pada saya, tapi anak-anak saya selalu memberikan kekuatan pada 

saya, tetangga-tetangga juga selalu memberikan motivasi pada saya, itu juga 

yang membuat saya bangkit dan menerima semuanya. Yah, saya selalu 

menanamkan dalam hati saya, pada intinya saya hanya membantu suami saya 

untuk berjihad, untuk mencari ridho Allah, itu saja mas”.34 

 

Sakit hati juga dirasakan oleh Tati Nafisah seperti hasil wawancara berikut: 

“ bahwa saya sakit hati banget, suami saya kok tega dan ngga percaya saya. Mumet 

kepala saya”.35 

 

Diah Wahyuni juga menyatakan hal yang sama, dengan hasil wawancara 

berikut: 

 “Mana ada wanita yang mau  dimadu, saya merasa tidak dibutuhkan lagi. 

Nangis saya setiap hari. Ya Allah saya salah apa. Kok suami saya tega 

sekali”.36  

 

Rani Triani juga menyatakan dalam wawancaranya sebagai berikut: 

“Saya tidak percaya kalo suaminya pacaran lagi dan menikahinya. Saya marah 

dan maki-maki suami saya. Sampai sekarang saya masih marah dan 

menganggap suami saya tidak setia. Mana ada wanita yang ingin dimadu”. 37 
 

Hal senada disampaikan oleh Diah Fatimah ia mengatakan bahwa: 

 “Sakit hati sekali dan nyesek karena tidak percaya suaminya kawin lagi dan 

saya sangat cemburu sekali karena istrinya lebih cantik daripada saya. Dasar 

laki-laki”.38 

                                                           
34 Wawancara dilakukan di rumah kediaman Dini Nurhayati,  hari Senin, 2 Oktober 2017 

jam 14:20 
35 Wawancara dilakukan di rumah kediaman Tati Nafisah , hari Selasa, 3 Oktober 2017 

jam 10:10 
36 Wawancara dilakukan dirumah kediaman Diah Wahyuni , hari Selasa, 3 Oktober 2017 

jam 15:45 
37 Wawancara dilakukan di rumah kediaman Rani Triani , hari Senin, 4 Oktober 2017 jam 

08:27 
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Hubungan suami dengan istri pertama ketika sudah poligami yaitu sebagai berikut: 

Dini Nurhayati menyatakan bahwa hubungan dengan suaminya baik-baik saja 

karena suami memberikan nafkah lahir dan bathin tetapi tetap saja saya masih 

cemburu dan selalu terbayang-bayang dan ketakutan, hubungan dengan anak juga 

baik-baik saja.39 

Tati Nafisah menjawab bahwa hubungan dengan suami rumit, cekcok melulu 

dan suami lebih sayang sama istri kedua, sama anak juga sudah kurang perduli.40 

Diah Wahyuni juga menyatakan hal yang sama yaitu hubungan dengan 

suaminya tidak akur, apalagi dengan istri kedua. Tetapi hubungan dengan anak masih 

baik.41 

Rani Triani juga menyatakan bahwa hubungan dengan suaminya baik-baik saja 

tetapi dia selalu cemburu dan selalu ingin mengawasi suaminya kemanapun. Kadang-

kadang dia marah-marah tanpa alasan, namun hubungan sama anaknya dia 

mengatakan bahwa suaminya tetap bertanggung jawab.42  

                                                                                                                                                                      
38 Wawancara dilakukan di rumah kediaman Diah Fatimah , hari Senin, 4 Oktober 2017 

jam 13:35 
39 Wawancara dilakukan di rumah kediaman Dini Nurhayati,  hari Senin, 2 Oktober 2017 

jam 14:20 
40 Wawancara dilakukan di rumah kediaman Tati Nafisah , hari Selasa, 3 Oktober 2017 

jam 10:10 
41 Wawancara dilakukan dirumah kediaman Diah Wahyuni , hari Selasa, 3 Oktober 2017 

jam 15:45 
42 Wawancara dilakukan di rumah kediaman Rani Triani , hari Senin, 4 Oktober 2017 jam 

08:27 
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Diah Fatimah  mengatakan bahwa hubungan dengan suaminya tidak baik dan 

Diah ingin bercerai tetapi suaminya menhannya. Diah merasa malas bahkan hanya 

sekedar bicara dengan suaminya.  Anak-anak juga benci sama ayahnya.43 

2. Dampak Ekonomi dari Pernikahan Poligami 

Pernikahan poligami yang mengharuskan suami untuk berbuat adil terutama 

masalah ekonomi yang selalu di jadikan patokan keadilan seseorang yang akan sangat 

berdampak bagi keharmonisan keluarga. 

 Seperti yang dituturkan oleh Dini Nurhayati sebagai berikut: 

“Ya namanya juga suami saya punya istri lagi ya duitnya dibagi dua walaupun 

secara Ekonomi mampu tapi tetap saja saya kayanya ngga ikhlas”.44 

 

Tati Nafisah juga mengeluhkan suaminya dan menyampaikannya sebagai 

berikut: 

 “Ya iyalah duitnya kurang buat saya kan dibagi sama bini keduanya, anak 

saya aja kurang sekarang jajannya.”45 

 

Diah Wahyuni juga menyatakan hal yang sama setelah suaminya menikah lagi 

ekonomi keluarganya jadi terganggu,  

“suami saya ngga lagi ngasih uang seperti dulu karena dibagi sama istri 

keduanya”.46 

                                                           
43 Wawancara dilakukan di rumah kediaman Diah Fatimah , hari Senin, 4 Oktober 2017 

jam 13:35 
44 Wawancara dilakukan di rumah kediaman Dini Nurhayati,  hari Senin, 2 Oktober 2017 

jam 14:20 
45 Wawancara dilakukan di rumah kediaman Tati Nafisah , hari Selasa, 3 Oktober 2017 

jam 10:10 
46 Wawancara dilakukan dirumah kediaman Diah Wahyuni , hari Selasa, 3 Oktober 2017 

jam 15:45 
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Rani Triani juga menyatakan sebagai berikut bahwa suaminya tidak adil dalam 

menafkahi keluarganya suaminya dianggap sudah tidak lagi jujur masalah keuangan 

dan banyak menutup-nutupinya.47 

Diah Fatimah  mengatakan seperti kalimat berikut: 

“Suami saya ngga ngasih uang seperti dulu lagi, sekarang mah ngasih uangnya 

dikit dan tidak lagi seperti waktu baru saya istrinya”.  

 

Berdasarkan problematika  Dalam Keluarga Poligami Di Desa Kubang Jaya 

Kecamatan Petir maka dapat dibuat matrik sebagai berikut: 

Tabel.4.1. Matrik Problematika  Dalam Keluarga Poligami Di Desa Kubang Jaya 

Kecamatan Petir 

No Subjek Dampak Psikologis Dampak Ekonomi 

1 Dini 

Nurhayati 

Sakit hati, dan belum dapat 

menerima kenyataan, 

hubungan dengan anak baik 

Suami mampu memenuhi 

kebutuhan ekonomi istri 

dan anak  

2 Tati 

Nafisah 

Sakit hati, dan tidak percaya 

sama suaminya lagi.  

Merasa kurang uang dari 

suami, dan uang buat 

anaknya juga kurang.  

3 Diah Hubungan dengan suaminya Ekonomi terganggu, dan 

                                                           
47 Wawancara dilakukan di rumah kediaman Rani Triani , hari Senin, 4 Oktober 2017 

jam 08:27 
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Wahyuni tidak akur tetapi dengan anak 

baik. 

suami tidak memberikan 

uang yang semestinya 

lagi.  

4 Rani 

Triani 

Hubugan dengan suami baik 

tapi merasa marah dan 

hubungan dengan anak baik. 

Merasa suami tidak adil 

dalam memberikan 

nafkah,  tetapi masih 

bertanggung jawab 

kepada anak.  

5 Diah 

Fatimah   

Sakit hati dan cemburu 

menyebabkannya ingin 

bercerai, anak benci terhadap 

ayahnya 

Suami memberikan uang 

tidak mencukupi beda 

sebelum memiliki istri 

kedua.  

 

Dari hasil wawancara dengan istri-istri dari suami mereka yang berpoligami 

pada dasarnya memberikan dampak psikologis bagi istri, terutama disini adalah istri 

pertama. Istri pertama harus menerima kenyataan akan kekecewaaannya karena harus 

menerima perempuan lain untuk menjadi istri kedua suaminya. Suatu hal yang tidak 

mudah untuk dilakukan bagi sebagian besar perempuan. Akan tetapi, ada beberapa 

yang mampu menerima perempuan lain masuk dalam kehidupan rumah tangganya, 

meskipun banyak masalah yang muncul setelah poligami dilaksanakan. 
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Masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan poligami memberikan 

dampak psikologis pada istri pertama juga anak sekalipun dampak psikologis 

negative yang besar tidak diterima oleh seluruh istri dan anak. Dalam penelitian ini 

ditemukan juga bahwa poligami tidak selalu berdampak besar. Secara umum dampak 

negatif tersebut muncul karena kekecewaaan kemudia kurangnya waktu anak dengan 

ayahnya, kurangnya kontak batin anak dengan ayahnya, dan perasaan tidak bahagia 

yang meliputi cemburu, iri, sakit hati, kecewa, gelisah, hubungan yang tidak 

harmonis dengan suami, perubahan sikap suami dari yang hangat menjadi kurang 

perhatian dan kasih  sayang yang berkurang, tidak adanya pandangan hidup, 

hilangnya kepercayaan kepada suami, dan hubungan yang kurang harmonis dengan 

istri muda. Perasaan cemburu, sakit hati, iri, gelisah menjadi suatu hal yang wajar 

terjadi ketika melihat suami yang dicintai berbagi kasih dengan perempuan lain. 

Seperti yang dijelaskan oleh Fitri bahwa keberadaan ‘madu’ dalam rumah tangga 

dapat memicu munculmya rasa cemburu dan menjadi sebab awal timbulnya sebuah 

permasalahan dalam rumah tangga. Perasaan-perasaan yang muncul dapat dilihat 

sebagai dampak psikologis dari pernikahan poligami. 

Menelantarkan anak yang dimaksud dalam undang-undang, penulis melihat 

berbeda dengan menelantarkan anak versi istri yang dipoligami, karena menurut 

mereka kurangnya waktu bermain dan perhatian yang berkurang dari ayah kepada 

anaknya adalah sebuah penelantaran, padahal hal ini berbeda “menelantarkan” versi 

undang-undang yang dimaksud adalah membiarkan anak terlantar adalah anak yang 

tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun 
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sosial. Dan orang tua menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

Dampak lain adalah faktor ekonomi, dari hasil wawancara ditemukan bahwa 

tidak semua istri dan anak yang di poligami mendapatkan masalah dari segi ekonomi 

karena tiga dari lima orang hasil wawancara yang dilakukan penulis tidak 

menemukan masalah dari sisi ekonomi karena suami atau ayah dari anak mereka 

memberikan kebutuhan ekonomi dengan cukup walau dua orang yang lain 

menyampaikan bahwa ada pengurangan ketika suami mereka berpoligami dan ini 

berpengaruh pada keharmonisan keluarga bahkan satu orang ingin meminta cerai dari 

suami mereka karena masalah ini dan suaminya tidak memberikan cerai kepada 

istrinya. Sikap kurang adil yang ditunjukkkan oleh sebagian suami kepada para istri 

mengakibatkan hubungan kurang harmonis antara suami dengan istri-istrinya. 

Kondisi ini terjadi pada subyek penelitian yang merasakan tidak adanya kontak batin 

dan hubungan yang tidak harmonis dengan suami. Dampak psikologis yang terjadi 

pada istri pertama yang komitmen perkawinannya dikhianati adalah kehilangan 

hubungan baik dengan suaminya dan akan bertanya siapakah ia sekarang. 

Berdasarkan pemaparan di atas, poligami yang dijalani oleh subyek lebih 

banyak menimbulkan dampak negatif dari sudut psikologis istri dari pada dampak 

yang bersifat finansial. Perasaan- perasaan yang muncul akibat dilaksanakannya 
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pernikahan poligami menjadikan  beban tersendiri bagi para istri pertama. Meskipun 

demikian, subyek tetap bertahan dalam pernikahan yang dijalankannya. 

Finansial menjadi salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi dalam 

kehidupan rumah tangga. Dengan adanya uang, individu dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya, lebih-lebih dalam kehidupan berumah tangga, kebutuhan hidup akan 

semakin banyak sesuai banyaknya anggota keluarga. Poligami sedikit banyak 

memberikan dampak pada bidang ekonomi rumah tangga. Dampak tersebut dapat 

berupa dampak yang bersifat positif dan dampak yang bersifat negatif. Dari sisi 

positif, poligami memberikan dampak kemandirian pada subyek. Subyek tidak 

bergantung dengan pemberian nafkah dari suami karena subyek mempunyai 

pekerjaan. Dengan demikian, bekerja mampu mendukung ekonomi keluarga. Selain 

itu juga subyek mempunyai kesibukan untuk mencari nafkah. Dari sisi negatif, 

dampak poligami adalah kurangnya pemberian nafkah suami karena pada pemberian 

nafkah dari suami yang berkurang dari sebelumnya dan ketergantungan pada istri 

yang tidak bekerja karena harus menghemat uang pemberian dari suaminya. 

Pemberian nafkah yang berkurang menjadi dampak yang dirasakan oleh 

sebagian subyek dalam penelitian ini. Keadaan ini sesuai dengan pendapat dari Siham 

dan Musfir bahwa syarat diperbolehkannya poligami adalah mampu memberikan 

nafkah bagi istri dan anak-anaknya.48 Sebagian subyek tidak lagi mendapatkan nafkah 

yang sesuai dari suaminnya. Kebutuhan yang bertambah dengan adanya keluarga 

baru yang masuk dalam kehidupan rumah tangga sebagai istri kedua membuat istri 

                                                           
48 Siham dan Musfir, Poligami Tanya Kenapa, (Jakarta : Mihrab 2014)  h.43 
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pertama mau tidak mau harus berbagi dengan istri muda. Hal ini yang membuat 

sebagian subyek tidak mau tinggal diam dengan keadaan ekonomi yang terjadi dalam 

kehidupan ruamah tangganya.  Subjek penelitian  berusaha menambah ekonomi 

keluarga dengan usaha yang mereka lakukan. 

Dampak ekonomi bagi sebagian keluarga poligami yaitu suami memberikan 

uang dan nafkah yang cukup dengan kebutuhan istri pertama dan anak-anaknya, 

tetapi sebagian lain merasa tidak tercukupi karena harus berbagi porsi dengan istrinya 

yang lain, Hal ini disebabkan kemampaun ekonomi suami yang kurang mampu dalam 

membiayai kebutuhan istri pertama dan anak-anaknya. Kondisi inilah yang membuat 

keadaan rumah tangga sebagian keluarga poligami semakin menimbulkan 

percekcokan dan pertengkaran dan ketidakadilan.  

B. Perlindungan Anak Akibat Poligami Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir  

Pernikahan poligami memberikan dampak psikologis bagi anak-anak keluarga 

poligami.  

Dini Nurhayati mengatakan Suami saya walaupun membiayai pendidikan anak-

anak saya tetapi jarang ketemu dengan anak-anak sehingga anak-anak kurang kasih 

sayang dari Bapaknya dan kondisi anak saya juga kurang baik karena malu dengan 

teman-temannya karena bapaknya nikah lagi.49 

                                                           
49 Wawancara dilakukan di rumah kediaman Dini Nurhayati,  hari Senin, 2 Oktober 2017 jam 

14:20 
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Tati Nafisah mengatakan suaminya tidak lagi seperti dulu, anaknya sekarang 

“ditelantarkan” dan tidak pernah di ajak main oleh ayahnya, dan ayahnya tidak lagi 

ngurus anak.50 

Diah Wahyuni menyatakan bahwa anaknya sekarang kurang kasih sayang dari 

ayahnya, waktu ayahnya tidak ada lagi buat anak saya, dan jarang bermain dengan 

anak saya, suami saya tidak lagi punya waktu untuk mengajari anaknya belajar dan 

bermain.51 

Rani Triani juga menyatakan bahwa anaknya malu punya bapak kawin lagi, 

anaknya trauma diledekin sama teman-temannya sehingga anaknya jarang keluar 

untuk bermain.52 

Diah Fatimah  ia mengatakan bahwa suaminya tidak lagi bermain lama-lama 

dengan anaknya karena jarang di rumah, dan suaminya tidak lagi mengajari anak saya 

untuk belajar, dan berbeda dengan sebelum suaminya menikah lagi.53 

Berdasarkan problematika  penguruan anak  Dalam Keluarga Poligami Di Desa 

Kubang Jaya Kecamatan Petir maka dapat dibuat matrik sebagai berikut: 

Tabel.4.2. Matrik Problematika Pengurusan Anak  Dalam Keluarga 

Poligami Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir 

No Subjek Dampak Pada Anak Dari Istri Pertama  

                                                           
50 Wawancara dilakukan di rumah kediaman Tati Nafisah , hari Selasa, 3 Oktober 2017 jam 10:10 
51 Wawancara dilakukan dirumah kediaman Diah Wahyuni , hari Selasa, 3 Oktober 2017 jam 

15:45 
52 Wawancara dilakukan di rumah kediaman Rani Triani , hari Senin, 4 Oktober 2017 jam 08:27 
53 Wawancara dilakukan di rumah kediaman Diah Fatimah , hari Senin, 4 Oktober 2017 jam 

13:35 
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1 Dini 

Nurhayati 

Bapak jarang ketemu dengan anak-anaknya  

sehingga anak-anak kurang kasih sayang dari 

Bapaknya dan  anak saya malu dengan teman-

temannya karena bapaknya nikah lagi. 

2 Tati 

Nafisah 

Anaknya  “ditelantarkan” tidak  diberikan 

kasih sayang lagi.  

3 Diah 

Wahyuni 

Anaknya sekarang kurang kasih sayang dari 

ayahnya, waktu ayahnya tidak ada lagi buat 

anak saya, dan jarang bermain dengan anak 

saya, suami saya tidak lagi punya waktu untuk 

mengajari anaknya belajar dan bermain.  

4 Rani 

Triani 

Anaknya malu punya bapak menikah lagi, 

anaknya trauma diperbincangkan sama teman-

temannya sehingga anaknya jarang keluar 

untuk bermain.   

5 Diah 

Fatimah   

Suaminya tidak lagi bermain lama-lama 

dengan anaknya karena jarang di rumah, dan 

suaminya tidak lagi mengajari anak saya untuk 

belajar dan bermain. 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat difahami bahwa  problematika 

keluarga poligami yang terjadi di Desa Kubang Jaya, cenderung memberikan kesan 

bahwa Bapak atau Ayah telah “menelantarkan” anaknya, dan penulis melihat bahwa 

“menelantarkan” versi subyek poligami merupakan gambaran kekecewaaan para istri 

kepada suami mereka, walaupun menurut penulis hal ini muncul akibat faktor 

emosional mereka. Kalimat “menelantarkan” versi subyek poligami menurut penulis 

tidak sepenuhnya benar, karena dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak, menelantarkan anak itu adalah tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik 

fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dan orang tua menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Dampak yang paling dirasakan oleh anak adalah dampak psikologis 

sekalipun dampak itu tidak semuanya berpengaruh pada mental, spiritual dan social. 

Dan sebagaian anak-anak yang mengalami permasalahan dalam keluarga poligami 

berhak juga diberikan konseling atau pendampingan sosial oleh Negara sehingga 

mereka tidak trauma dan psikologisnya tidak terganggu.  

Bapak dari anak yang terimbas dengan masalah poligami tidak seluruhnya 

melanggar “Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. 

mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan 

Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya 

perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman 
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nilai budi pekerti pada Anak. (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui 

keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan 

tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.” 

Pemerintah harus bergerak cepat dalam mengatasi permasalahan 

pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian orang tua terhadap anaknya karena anak 

berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang baik dan orang tua 

wajib menanggung semua kebutuhan anaknya baik dari pendidikan, sandang, pangan, 

dan papan, serta waktu yang cukup untuk bersama, bermain, dan bercanda.  

Dampak bagi semua anak-anak yang ada pada  keluarga poligami yaitu 

kurangnya waktu Ayah untuk bermain bersama anak dan itu pasti berpengaruh pada 

mental anak dan peran Pemerintah juga masih belum maksimal dalam menyelesaikan 

masalah ini, stigma negatif dari teman-teman mereka menjadi kekuatan yang dapat 

membuat sebagian mereka trauma dan tidak mau lagi bersosialisasi dengan teman-

teman sekitarnya. Anak-anak tidak semua dapat lagi bercanda dan tidak memiliki 

figur Ayah yang baik.  

Dampak yang paling merugikan akan dialami  oleh anak hasil dari poligami 

yang dilakukan lakukan dengan cara siri karena  nikah dibawah tangan menurut 

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PPU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 

tentang pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang lahir dari 

perkawinan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin. Hal ini akan sangat 
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merugikan anak karena anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seorang anak akan bisa 

memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jida dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunya hubungan 

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Sebagai anak yang 

dianggap lahir di luar perkawinan yang sah dari kedua orang tua-nya, tetap bisa 

mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran. Hanya saja, di dalam akta 

kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya. Jika ingin mencantumkan nama 

ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk 

pengakuan anak tersebut oleh ayahnya.  

Selama belum ada putusan pengadilan mengenai pengakuan sang ayah 

terhadap anak hasil pernikahan siri, maka anak tersebut menurut Pasal 43 ayat (1) 

UUP jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berhak mewaris dari 

ayahnya. Sebab, sang anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya.  

Sedangkan, menurut Pasal 863 KUH Perdata, jika anak hasil pernikahan siri 

itu diakui oleh ayahnya maka ia berhak mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang 

seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah. yang tidak dapat 

dilindungi undang-undang juga identitas anak yang tidak dapat dicantumkan dalam 

kartu keluarga, akta kelahiran bahkan hingga warisan. yang dilahirkan dari hasil 

pernikahan poligami dengan cara siri, anak tidak akan memiliki identitas dan 

administrasi di pemerintahan karena orang tua tidak dapat memperlihatkan bukti yang 
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sah sebagai syarat pembuatan identitas, dan masih banyak lagi dampak dampak 

negatif lain dari poligami yang dilakukan dengan cara siri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Problematika Keluarga Poligami” (Studi 

kasus di Desa Kubang Jaya Kecamatan  Petir Kabupaten Serang). maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu : 

1. Menurut hasil penelitian penulis dengan mewawancarai beberapa orang di Desa 

Kubang Jaya, poligami memiliki banyak dampak negatif pada psikologis yang 

mempengaruhi kepada istri dan anak, dampak psikologis ini muncul karena 

adanya kekecewaan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau ayah kepada 

anaknya karena harus membagi perhatian, cinta dan kasih sayang kepada istri dan 

anaknya yang lain . sehingga istri dan anak dari istri pertama akan sakit hati dan 

kecewa, kekecewaan seorang istri atau ibu dari anak yang terus menerus dipupuk 

dengan mengungkapkan kekecewaannya terhadap anak akan dapat memberikan 

rasa ketidak percayaan diri bagi sebagian anak, sehingga ayah yang seharusnya 

dapat memberikan tauladan yang baik bagi perkembangan anak justru terjadi 

sebaliknya. Kekecewaan ini pasti dirasakan oleh semua subyek poligami tetapi 

tidak semua berpengaruh besar bagi perkembangan anak, tergantung perhatian 

ayah kepada anak-anak mereka. Dampak lain yang terjadi pada sebagian  subyek 

poligami adalah suami dianggap tidak adil dalam pemberian nafkah, baik nafkah 

lahir maupun batin. Sikap kurang adil dirasakan oleh sebagian subyek poligami 
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namun sebagian besar justru tidak mempermasalahkan faktor ekonomi, karena 

suami atau ayah dari anak masih memberikan dan memenuhi kebutuhan mereka. 

Dari hasil penelitian penulis mengenai dampak dari segi ekonomi tidak seluruhnya 

berdampak negatif karena sebagaian suami sudah merasa mampu dalam 

memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. 

2. Undang-undang No 35 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungan anak sehingga 

anak dapat mendapatkan haknya dengan baik, dan dari hasil wawancara penulis 

dengan petugas KUA dan para istri yang di poligami, penulis memberikan 

kesimpulan bahwa undang-undang ini tidak seluruhnya terimplementasi dengan 

baik di Desa Kubang Jaya karena : 

- Minimnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari poligami 

terhadap anak. 

- KUA tidak memiliki data warga yang berpoligami di Desa Kubang Jaya 

karena pernikahan poligami yang dilakukan oleh warga dengan cara siri, 

sehingga penyuluhan tidak dapat dilakukan. 

- Tidak adanya laporan dari masyarakat mengenai tindakan penelantaran anak 

sehingga konseling tidak dapat dilakukan. 

Anak yang menjadi subyek poligami tidak semuanya mendapat haknya 

yang sesuai dengan  UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

terutama karena sebagian ayah kurang berkecukupan dalam hal materi yang 

berimbas besar pada keharmonisan keluarga .  
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B. Saran 

 

1. Para Suami harus bertindak adil dalam memperlakukan istri pertama dan 

kedua dan bersikap adil terhadap anak-anaknya. 

2. Para suami yang hendak berpoligami seharusnya mempertimbangkan terlebih 

dahulu dengan matang terutama kemampuan dari segi ekonomi, karena hal ini 

dapat berpengaruh besar khususnya bagi keharmonisan keluarga. 

3. Para suami yang hendak berpoligami seharusnya lebih memilih melakukan 

poligami dengan cara resmi di KUA karena hal ini akan berpengaruh pada 

status anak yang dilahirkan dari istri barunya. 

4. Para Istri pertama dan kedua harus bersikap dewasa dan bertindak sesuai 

dengan hukum yang berlaku dan Agama. 
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